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Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk
mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan
kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah. Untuk melaksanakannya harus memenuhi rukun
dan syarat, menurut Hukum Perkawinan Islam. Selain rukun dan syarat ada juga larangan-larangan dalam
perkawinan. Untuk melaksanakan perkawinan tidak boleh melanggar larangan tersebut. Salah satu larangan
itu adalah tidak boleh adanya hubungan keluarga dalam perkawinan, ini sesuai dengan Pasal 8 huruf (a)
Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 39 Kompilasi Hukunm Islami Dalam kasus Putusan Pengadilan
Agama Wates Nomor 200/Pdt.G/2004/PA.Wt dilakukan pembatalan perkawinan. Pembatalan ini karena
adanya hubungan keluarga antara suami isteri. Dengan adanya pembatalan perkawinan ini tentu akan timbul
permasal ahan.

Dalam tesisini, penulis mengangkat permasalahan mengenai akibat hukum permohonan pembatalan
perkawinan dari pihak suami terhadap kedudukan anak dan status hukum hubungan suami isteri yang telah
dinyatakan batal. Untuk dapat mencari jawaban permasal ahan ini, penulis menggunakan metode penelitian
kepustakaan yang hersifat yuridis-normatif, yaitu dengan meneliti bahan pustaka atau, data sekunder. Untuk
memperoleh bahan hukum primer menggunakan Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan
Agama Wates tentang Pembatal an Perkawinan. Untuk memperoleh bahan hukum sekunder menggunakan
literatur-literatur, serta untuk memperoleh bahan hukum tertier menggunakan kamus.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di temukan bahwa Kedudukan anak tetap mempunya hubungan
hukum dengan kedua orang tuanya dan tetap dianggap sebagai anak sah, keputusan pembatalan perkawinan
tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, ini sesuai dengan
ketentuan Pasal 28 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 75 huruf (b) Kompilasi Hukum
Islam.

Sedangkan status hukum hubungan suami isteri yang dinyatakan batal, perkawinannya tersebut dianggap
tidak pernah terjadi, ini berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Jadi keputusan
Pengadilan Agama Wates sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Hukum Islam.


https://lib.ui.ac.id/detail?id=86995&lokasi=lokal

